
Men.imb3.ng 

Mengingat 

MENTER! KESEHATAN 
REPUBLIK INOONESIA 

* 

PERA'IUAAi."'J MENI'ERI KESEHATAN REPUBLIK INOONESIA 

NJM.)R : 483/MEN KES/PER,NII/1989 

TENTA .. NG 

PELA.KSANAAN MA.SA BA.KTI BAGI OOICTER Dl'..N OOICTER GIGI 

DILINGKUNGAN DEPARr.EMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INOONESIA 

MENI'ERI KESEHATAN REPUBLJJ<JMX}NE.SIA, 

a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan .kepadarrasyarakat, 

dokter dan dokter ... gigLyang·.ba.ru lulus wajib rrelaksanakan rrasa bakti 

dalam waktu tertentu pada sarana-. kesehatan yang:-ditetapkan oleh Pe­

merintah; 

b. ba:.1-iwa masa bakti bagi dokter dan dokter gigi dilingkungaI1 Departerren 

PendidiJcan Dan Kebudayaar1 Republik Indonesia sesuai dengan kete.11tuan 

dalam Peraturan Pererintah l\brror 1 Tahun 1988 tentang Masa Ba.kti Dan 

Praktek Dokter Dan Dokter Gigi, diatur tersendiri setelah rrendengar 

pertimba.ngan dari Menteri Pendiaikan Dan Kebudayaan Republik Indone-

sia; 

c. bahwa sehubungan dei.1.gan huruf a dan b tersebut di atas, perlu elite -­

tapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Masa -Bakti 

Bagi Dokter Dan Dokter Gigi Dilingkungan Departemen Pendidikan Dan 

Kebudayaan Republik Indonesia. 

\ 

1. Undang-Undang N:Jnor 9 Tahun 1960- tentang. -Pokok-Pokok Kesehatan (Lem-

baran Negara Tahun 1960 N:Jnor 131, TarrbahairLerrbaran Negara- Norror 

2068); 

2. Undang- Undang N:Jrror 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lem -

baran Negara Tahun 1961 N::mor 207, Tarrbaha.n Lembaran Negara Norror 

2270); 

3 ~ Undang-Undang N:Jnor 6_TahillL19.63. tentang-Tenaga --Kesehatan (Lanba.ran 

Negara Tahun 1963 :tibnor 79, Tarnbahan ,~an Negara Norror 2576); 

4. Peraturan Pererintah N:>rror 1 Tahun 1988 tentang Masa Ba.kti Dan Izin 

Praktek Dokter Dan Dokter Gigi (Lent:>aran Negara Tahun 1988 N:>rror 1, 

Tambahan Lembaran-Negara N:Jnor 3366); 
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5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Norror 15 Tahun 1984 sebagai· ·­

rnana telah diubah/ditarnbah terakhir dengan Keputusan Presiden Norror 

55 Tahun 1988, dan Keputusan Presiden Norror 64/M. Tahun 1988 ten - ­

tang Susunan Organisasi Departernen; 

6. Peraturan .Menteri Kesehatan ·Republik Indonesia Naror 385~es/Per/ 

V/1988 tentang Pelaksanaan Dan Izin Praktek BagiDokter Dan Dokter 

Gigi. 

Pertimbangan !V'..enteri Pendidikan Dan KebudayaanRepublik Indonesia se -

suai surat tanggal 4 Juli_l989 Naror 54561/A2.IV/l/c/1989 tentang Pe -

lak:sanaan Masa Bakti Dokt.er Dan Dokter Gigi Dilingkungan Departerren 

Pendidikan Dan Kebudayaa~ Republik. Indonesia. 

MEMUTUSKAN: 

PERA'IURAN .MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN MASA­

BAKTI BAGI DOKTER DAN DOKTER GIGI DILINQ<UNGAN DEPARTEMEN' PENDIDIKAN 

DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 

J3ll..B r _ 
KErEN'IUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yarig -dimaksoo'-dengan-- :-

a. D::>kter dan dokter-gigi adalah-dokter UITIJ.]1l dan dokter gigi tenrasuk 

dokter sresialis dan dokter_gigi spesialis; 

b. Surat renugasan adalah surat yang merriberikan kewenangan rrelakukan 

pekerjaan dokter dan dokter gigi; 

c. Masa bakti adalah pengalxlian profesi dokter dan dokter gigi dalam 

rangka menjalankan tugas-yang. diberikan--.-oleh.-Pemerintah_pada suatu 

sarana kesehatan; 

d. Kepala Kantor Departeiren adalah Kepa.la Kantor Departerren Kesehatan 

. Kabupa.ten/Kotamadya; 

e. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepa.la Ka..ritor Wilayah Depa.rterren Kese­

hatan Propinsi. 



MENTER! KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

- 3 -· 

&\.B I I 

PENGAJUAN KEBUTUHAN 

Pasal 2 

(1) Departernen Pendiclikan Dan Kebudayaan setiap tahun anggaran rrenyu- . 

sun jumlah kebutuhan dokter dan dokter gigi yang akan di tetapka..1 

rreiljadi staf f€!1gajar pada Fakultas -Kedokteran/Fakultas Kedokteran 

Gigi Negeri at.au Swasta. 

(2) Kebutuhai! sebagaimana dimaksud ayat (I) diajukan kepada Departerren 

Kesehatan-cq Kepala Biro Kepegawaian sesuai dengan fo:r.:mulir ter­

lampir dalam Lampiran· I, sebanyak-banyaknya 10 % dari jurnlah lu­

lusaJ1 setiap tahun. 

Pasal 3 

Dalam ner1gisi kebutuhan sebagaimana d:imaksud pasal 2 ayat (1), dokter dan 

dokter gigi tersebut dia.rigkat sebagai Pegawai Negeri- Sipil Departerren 

Pendidikan Dan Kebudayaan. 

BAB III 

PELA PO RAN 

Pasal 4 

(1) Pinpinan Perguruan 'Tinggi Negeri dan Swasta wajib melaporkan dokter 

dan dokter gigi yang baru lulus. 

(2) Laporai1 sebagaimana·dirnak.sud ayat (1) disanpaikan secara tertulis 

kepada Departernen Keseha tan dalarn hal ini Biro Kepegawaian. 

Pasal 5 

ookter dan dokter gigi yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil De­

partemen Pendidikan Dari Kebudayaan wajib melengkapi persyaratan adrninis­

trasi yang telah ditetapkan Departerren Kesehatan untuk keperluan pemberi­

an- surat Penugasan. 

BAI3 N 

MASA BAKTI 

Ba.gia.ri Pertarra 

Pelaksanaan 

Pasal·6 

(1) Pelaksanaan masa bakti dokter dan dokter gigi.dilingkungan Departe­
men Pendidikan Dan Kebudayaan dilaksai1aka..'1 sebagai Pegawai Negeri 

' 
Sipil Departerne..ri Pendidikan Dan Kebud~yaan. 
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(2) Pelaksanaan masa bakti sebagairoana dima.ksud ayat (1) be:i;pedanan pada 
-

ketentuan-ketentuan· yang ditetapkan Departe:ren Kesehatan. 

Bagian Kedua 

Pengangkatan Dan Peneropatan 

Pasal 7 ' 

Penga.'1gkatan dan peneropatan dokter dan dokter gigi sebagai tenaga p=>_ngajar 

J?2rguruan- tinggi dilaksanakan oleh Departemen Pendidi.kan Dan Kebudayan s~-

suai dengan peraturan penmdang-undangan yang berlaku. 

Bagian Ketiga 

Status Kepegawaian 

Pasal 8 

. ' 

(1) Dokter dar1 dokter gigi yang diangkat oleh Departe:ren Pendidikan Dan 

F:ebudayaan berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil Departerren··Eendi­

dikan Dan Ke..l-:>udayaan. 

(2) Larnanya masa bakti dokter dan dokter gigi sebagai tenaga pengajar per­

gun1an tinggi berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

' ' I. 
Bagian Keanpat 

Pengembangan Karier 

Pasal 9 

Dokter dan dokter gigi setelah selesai-rrenjalani rrasa bakti . sebagai tenaga 

pengajar dapat mengernbangkan kariemya : 

a. Tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil Departerren Pendidikan dan Kebudayaan; 

b~ Beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan; 

c. Berhenti sebagai Pegawai Negeri dan menjadi PegaWa.i Swasta. 

BAB V 

IZIN 1'RAKTEK 

Pasal 10 

(1) Dokter dan dokter gigi dalam masa pelaksanaan masa bakti dilingkungan 

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan dapat rrelakukan praktek swasta se"" 

telah merrperoleh Surat Izin Praktek dari ~jabat yang berwenang. 

(2) Perrro~onan Surat Izin Praktek sebagaimana tersebut ayat (1) dilakukan 

sesuai dengan persyaratan umum sebagai.mana ditetapkan cialam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan ~roleh izin dari atasan lang -

sung pada tempat bertugas. 
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BAB VI 

SANKS I 

Pasal 11 . 

. Dokter dan dokter gigi yang dalam cIJelalcsanaan rnasa bakti dilingkung­

a11 Dep::rrtemen Pendidikan Dan "Kebudayaan ,-yang rrelakukan pelanggaran 

sebagai..TTiana diatur dalam Peraturan .. i ni, dike.nak.ar1 -sanksi sesuai 

dengan peraturan pe..nm.da11g-unda.ngan yang berlaku. 

BA.B v".II 

KEI'ENTUi\N PERALIHAN 

Pasal 12 

Dengan .. berlakunya Peraturan- Menteri i.ni, bagi dokter dan .dokter gigi 

yang sedang menjalani rrasa bakti sebagai tenaga pengajar pa.da per .-~ .. 

guruan ti.nggi,~ Negeri atau Bwasta dapa.t rrengajukan pernohonan untuk 

memperoleh Surat Penugasan sebagai pengganti . Surat Izin DJkter. 

BAB VIII 

KETENTU.l',_'!IJ -PENU'IUP --

Pasal 13 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku .. pada _tanggaLditetapkarr; 

Agar setiap orang rnengetahui merrerintahkan pengu.ndangan Per -

aturan Mer1teri ini dengari. penempatan.nya dalam Berita Negara Republik 

Indonesia. 

J AK AR T :-_A • . 

: 14 Juli 1989 
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TEMBUSAN : 

l .. · C.H.S. .. 2. Ka Kanwil ..,;. 
3 . Yang bersangkutan. 

.,. 

DAFTAR NAMA OOKTER/OOKTER GIGI 
. . ' .. I 

LULUSAN FAKULTAS KEOOKTERAN/FAKULTAS KEOOKTERAN GIGI 

PERIODE : • • • • • • • • • • fI'AHUN . • • • 

Tenpat Status 
/ L/P Tgl. Lahir Perkawinan 

. 

' 

I 

· I<eterangan *) diisi a.l. : 

1. Ikatan Dinas ABRI 
2. Calon Staf Pengajar 
3. Dll. 

Jenis 

Keahliari .· 

. 

IAMPIRAN I 

peraturan Menteri Kesehatan RI 

Norro~ .. : 483/MEN KES/PER/VII/1989 

Tanggal : 14 Juli 1989, 

I 
Tgl 

LulUS · Alarnat Keterangan*) 

--


